
KETUA OMBUDSMAN RI: OMBUDSMAN BERTUJUAN DORONG PENYELENGGARA NEGARA
BEBAS DARI KKN

Selasa, 06 September 2022 - Nurul Istiamuji

Jakarta - Ombudsman memiliki tujuan mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat memberikan sambutan pada
acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Komisi Yudisial RI di Kantor Komisi Yudisial
Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Ditegaskan kembali oleh Najih bahwa tujuan Ombudsman RI tersebut tercantum di Pasal 4 Undang-Undang 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Republik Indonesia. "Pada pasal 4 disebutkan beberapa kali mengenai tugas
Ombudsman untuk membebaskan masyarakat dari KKN," kata Najih.

Najih menyampaikan bahwa Ombudsman RI dan Komisi Yudisial memiliki kesamaan sebagai lembaga pengawas.
Namun demikian Ombudsman RI mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan Komisi Yudisial. Sejumlah laporan
Komisi Yudisial sudah dapat diselesaikan dengan baik. "Semoga dengan nota kesepahaman ini, kedua lembaga dapat
mencapai tujuan masing-masing dan mewujudkan negara yang bebas dari KKN," ujar Najih.

Senada, Anggota Komisi Yudisial RI, Amzulian Rifai, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman penting karena kedua
lembaga bisa saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia menyebutkan Komisi Yudisial
punya kewenangan dan tugas yang besar yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945, namun belum memiliki kantor
perwakilan di seluruh Indonesia.

"Di sinilah kita bisa saling menguatkan, Ombudsman memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi. Komisi Yudisial bisa
meminta informasi apabila membutuhkan rekam jejak untuk calon hakim agung," tegas Amzulian.

Nota kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Komisi Yudisial RI yang memiliki jangka waktu lima tahun ini
ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.
Adapun ruang lingkupnya adalah penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan para pihak, pertukaran data
dan/atau informasi, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, peningkatan dan
pemanfaatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan para pihak, sosialisasi terkait pelaksanaan wewenang dan
tugas para pihak, dan pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Turut hadir Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat dan Johannes Widijantoro serta Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial RI Arie Sudihar. (NI)
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